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Abstrak

Hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program
pembangunan tidak tercapai sesuai dengan target yang lelah ditentukan sebagai akibat masih
rendahmya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan FProgram Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan latar belakang penelition tersebut, maka penulis
merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pelaksanaan program nasional
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di
Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis? Dalam penelitian ini akan digpunakan metode deskriptif’
dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif darvipada
angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan
pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, penefiti menggunakan prosedur seperti (1)
tahap ovientasi, (2) tahap eksplovasi, dan (3) tahap member cek Alat pengumpul data yaitu
wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan program
nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan
masyarakal di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara
dengan informan yang menyatakan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanacm program PNPM
masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan serta dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat karena masyarakali memperoleh perguliran dana untuk menambah
kegiatan usahanya. 2) Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional
FPemberdayaan Masyarckat Mandivi Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamissepertimasyarakat
kurang berperan dalam menentukan apa yang menfadi kebwtuhan dan permasalahan mereka dalam
upaya pemenuhan kebutuhanmereka, Kapasitas pemerintah dalam memberikan pelavanan kepada
masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah. 3)
terdapal upava yang dilakukan antara loin meningkatkan peran masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program, melakukan pemetaan terhadap keinginan
masyarakal vang disesuatkan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. 4) strategi
vang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai

kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan
kerja sama amar desa.

Kata Kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakai, Partisipasi, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN
Otonomi  daerah, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

masyarakat, oleh karena itu, organisasi
pemerintah sering pula disebut scbagai
“Pelayan Masyarakat” (public  servani)”.

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintghan
Daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk
memberikan pelayanan secara langsung kepada
masyarakat dan untuk memberdayakan peranan
masyarakat di daerah. Mengingat salah satu
tugas pokok pemerintah yang terpenting
menurut  Wasistiono  (2003:41)  adalah
“Memberikan pelayanan umum  kepada

Pelayanan yang diberikan antara lain berfujuan
agar masyarakat pada akhimya mampu
melayani diri sendiri sehingga kebergantungan
pada pemerintah menjadi terbatas.
Pemberdayaan yang dilaksanakan sampai
saat ini belum mampu mengatasi permasalahan
yang terjadi antara lain berupa kemiskinan yang
tidak pernah ada pangkal ujungnya. Mengatasi
kemiskinan membutuhkan keterlibatan semua
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pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun
penanganan yang ada selama ini cenderung
parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia
usaha dan masyarakat pada umumnya juga
belum optimal. Kerelawanan sosial dalam
kehidupan masyarakat yang dapat menjadi
sumber penting pemberdayaan dan pemecahan
akar permasalahan kemiskinan juga mulai
luntur.

Guna mengatasi berbagai permasalahan
mendasar tersebut, diperlukan perubahan yang
bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya
penanggulangan kemiskinan, Untuk
meningkatkan  efektivitas  penanggulangan
kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,
pemerintah meluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
mulai tahun 2007,

Pelaksanaan PNPM Mandin tahun 2007
dimulai dengan dua program pemberdayaan
masyarakat, yaitu Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan
masyarakat di perdesaan, dan Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP) scbagai dasar bagi pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri
diperluas  dengan  melibatkan  Program
Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus
(P2DTK) untuk pengembangan  daerah
tertinggal, pasca bencama dan konflik; dan
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk
mengintegrasikan pusat pertumbuhan ekonomi
dengan  daerah  sckitarnya. PNPM  juga
diperkuat dengan berbagai program
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
oleh berbagai sektor.

Pengintegrasian berbagai program
pemberdayaan masyarakat dalam kerangka
kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan scrta
cakupan pembangunan diharapkan  dapat
berpihak pada masyarakat miskin sejalan
dengan upaya meningkatkan kesetaraan jender.
Dampak signifikan pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan ini dapat terlihat dari kenaikan
belanja rumah tangga perdesaan. Fenomena ini
sejalan dengan hasil studi yang telah dilakukan
di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
PNPM Mandiri Perdesaan yang menunjukan
adanya peningkatan belanja rumah tangga yang
cukup besar dibandingkan kecamatan non-
program. Selanjutnya semakin lama sebuah

kecamatan menerima bantuan program, maka
semakin besar  dampaknya  terhadap
peningkatan belanja rumah tangga perdesaan.
(Ningnurati, 2011: i)

Ada beberapa kecenderungan baru dalam
pemikiran temtang pembangunan pedesaan.
Diantaranya ialah munculnya konsep “People
Centered Development” dari Korten dan Kiauss
(1994), dimanz2 Kortcn memberikan pengertian
People  Centered  Development sebagai
pendekatan yang mementingkan inisiatif
kreatif masyarakat sebagai sumber utama
pembangunan  dan  yang  menekankan
kesejahteraan material dan spriritual masyarakat
sebagai tujuan dari pembangunan.

Berdasarkan pandangan tersebut,
pendekatan partisipasif merupakan konsep yang
perlv  dikembangkan dan  menetapkan
masyarakat sebagai pihak utama atan pusat
pengembangan. Pendekatan tersebut lebih
bersifat memberdayakan masyarakat atau dapat
disebut dengan model partisipasi masyarakat.
Dasar proses partisipasi masyarakat adalah
pengalaman dan pengetahuan masyarakat
tentang keberadaannya yang sangat luas dan
berguna serta kemnauan mercka menjadi lcbih
baik. Proses menggunakan dan mengakses
sumber daya setempat sebaik mungkin, baik
sumber daya alam maupun sumber daya
manisia.

Partisipasi menjadi instrumen yang
memberikan peluang bagi masyarakat untuk
dapat berkembang sesuai dengan potensinya,
terlibat  aktif  dalam  penyclengparaan
pemerintahan, sehingga pihaknya  dapat
menikmati manfaat dari kebijakan yang dibuat
pihak pemerintah. Di dalam setiap program
pembangunan uniuk mewujudkan kehidupan
kescjahleraan masyarakat dibutuhkan
keikutsertaan ~ masyarakat  dalam  proses
perencanaan, karena proses  perencanaan
merupakan hal yang sangat penting untuk
menentukan tahap pelaksanaan.

Kabupaten Ciamis pada tahun 1998 sampai
tahun 2006 telah mendapatkan Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Tahun
2007-2008  memperoleh PNPM  PPK,

sedangkan tahun 2009 sampai  sekarang

memperoleh Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM).
Cakupan wilayah yang memperoleh bantuan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan pada Tahun 2009 tersebar
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pada 30 kecamatan dan 291 desa yang salah
satunya adalahKecamatan Baregbeg Kabupaten
Ciamis.

Tabel
Program Bantuan PNPM MP Kecamatan Baregbeg Tahun 2011-2013
Jumlah penduduk Keluarga pra sejahtera Bantunan PNPM Mandiri
Laki -laki | Perempuan Alasan Bukan Sarana /prasarana | Simpan pinjam
ekonomi alasan perempuan
ekonomi (SPP)
9.524 9.919 1.017 KK 6I8KK Rp.1.125.000.000 | Rp. 375.000.000

Sumber : UPK Kecamatan Baregbeg, 2013.

Kecamatan Baregbeg merupakan salah
satu kecamatan yang memperoleh bantuan
PNPM. Berdasarkan data kependudukan tahun
2012,  jumlah  penduduk  Kecamatan
Baregbep19.443 jiwa yang terdiri dari laki-laki
schanyak 9.524 orang dan perempuan sebanyak
9,919 orang. Kcpala kelnarga kurang mampu
sebanyak 1.653 KK wvang terdiri dann 1.017
termasuk pra sejahtera alasan ckonomi dan
sebanyak 638 merupakan kelompok pra
sejahtera bukan alasan ckonomi. Data tersebut
membual Kecamatan Baregbegberhak
mendapatkan PNPM MP. Pada tabun 2012
Kecamalan Baregbeg mendapatkan dana
bantunan PNFM Mandiri sebesar
Rp.1.500.000.000. Dari dana ini digunakan
untuk sarana/prasarana sebesar REp.
1.125.000.000; dan untuk kelompok simpan
pinjam perempuan {SPP) scbesar Rp.
375.000.000.

Dana untuk kegiatan sarana prasarana
digunakan untuk berbagai keglatan seperti
perbaikan saluran, perbaikan jalan, pembualan
KIP di setdap desa. Sedangkan SPP
dialokasikan untuk 36 kelompok usaha
perempuan, Dalam setiap kegiatan mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan hingga sampai
tahap pemeliharaan melibatkan masyarakat
karena tanpa partisipasi masyarakat kegiatan
PNPM MP ini tidak dapat berjalan dengan
lancar,

Hasil identifikasi memperlihatkan bahwa

Program Masional Pemberdayaan
Masyarakat(PNPM) mandiri dalam aspek
sosial, ekonomi dan lingkungan masih
menghadapi  beberapa  masalah  dalam

pelaksanaannya. Permasalahan tersebut adalah
antara lain:

Dinamika sosial-ekonomi dan lingkungan
masyarakat di Kecamatan Baregbep

menghasilkan  variasi dan  karakteristik
masyarakat, yang berbeda-beda. Di satu sisi
menghasilkan masyarakat yang pasrah pada
nasib, disisi wvang lain, menghasilkan
masyarakat pejuangyang tnggi. Kondisi
tersebut terkesan diabaikan dan belum
terakomodasi  dalam perencanaan program
sehingga kondisi ini menyebabkan rendahnya
kepuasan masyarakat yang dibuktikan dengan
keterlibatan  masyarakat dalam  berbagai
kegiatan masih rendah,

Berdasarkanhasil observasi yang dilakukan
penulis diketalmi terdapat beberapa masalah
dalam  pelaksanaan  Program  Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Diantaranya pelaksanaan program
pembangunan tidak tercapai sesuai  dengan
target vang telah ditentukan sebagai akibat
masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat
dalam  pelaksanaan  Program  Masional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

METODE

Dalamm penelitian ini akan digunakan
melode deskriptif dengan pendekatan kualitatif,
yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat
naratif daripada angka-angka yang hasil
analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat
deskriptif dan berdasarkan pada analisis data
secara indukdf Pengumpulan data, peneliti
menggunakan prosedur seperti (1) tahap
orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap
member cek. Alat pengumpul data yaitu
wawancara dan observasi. Penelitian ini
direncanakan pada bulan Oktober 2012 sampai
dengan Juni 2014..

Analisis data dalam penelitian kualitatif
merupakan proses menyusun data agar dapat
ditafsirkan dan dapat diketahui makna. Dalam
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penelitian ini, analisis data penulis lakukan

sebagai berikut:

(1) Setiap informasi atau data yang diperoleh,
baik melalui observasi, wawancara, studi
dokumenter  dan  angket, langsung
dianalisis;

(2) Penganalisisan yang dilakukan setiap
selesai pengumpulan data, diikuti dengan
interpretasi dan elaborasi untuk
menemukan makna yang terkandung
didalamnya;

(3) Membuat kategorisasi dari unit-unit data
dengan mengklasifikasi data, sehingga data
mentah yang terkumpul dapat
ditransformasikan  dengan  sistematis
menjadi unit-unit yang dapat dipilahkan
memuut  Kavakieristiknya. Disini  dibuat
batas-batas setiap unit untuk keperluan
analisis berikut. Proses unitisasi ini
dilakukan bukan saja  setelah data
terkumpul semua akan tetapi dilakukan
pula selama proses pengumpulan data;

{(4) Mengadakan triangulasi, Yaitu
membandingkan informasi data yang sama
yang diperoleh melalui berbagai teknik
pengumpulan data (observasi, wawancara,
studi dokumenter).

(3) Mengadakan member check dengan kepala
scbagai sumber utama informasi (data)
dalam penelitian ini. Kegiatan member
check ini penulis lakukan setiap selesai
mengadakan observasi dan wawancara
dengan responden.

Sedangkan  member  check  terakhir

dilakukan sctclah selesai pengumpulan data

secara keseluruhan;

(6) Mengadakan diskusi dengan teman-teman
sejawat dalam usaha menguji validitas-data
yang terkumpul;

(7) Memberikan tafsiran  scbagai usaha
menemukan makna yang terkandung dan
diperoleh dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini analisis data
dilakukan sccara terus menerus sejak saat
kegiatanpengumpulan data di lapangan sampai
selesai pengumpulan data secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Nasional
Pzmberdayaan Masyarakat dalam
Meningkatkan Partisipasi dan
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Baregbeg Kabupaten Clamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui
bahwa  pelaksanaan program  nasional
pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam
meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan
masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten
Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil
wawancara dengan informan yang menyatakan
bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan
program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembangunan serta dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena
masyarakat memperoleh perguliran dana untuk
menambah kegiatan usahanya.

Meningkatnya  partisipasi  masyarakat
dalam program PNPM dibuktikan dengan hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa di dalam
proses perencanaan kegiatan PNPM seluruh
masyarakat sudah di  undang  untuk
berpartisipasi. Menurut informan, pelaksanaan
PNPM Mandiri memerlukan dukungan dari
berbagai pihak meliputi : (1). Lembaga yang
mendukung dari aspek kebijakan seperti DPR,
DPRD, Pemerintah Daerah. Posisi Pemerintah
dan DPRD dalam hal ini menjadi dominan,
secbab PNPM Mandiri sebagai program
pemerintah (pusat) akan memiliki fase akhir
dan diteruskan menjadi program pemerintah
daerah. (2). Lembaga yang mendukung
terjadinya partisipasi untuk mengembangkan
dan mereplikasi program, seperti lembaga
donor, bantuan dunia usaha/ industri, {3) pihak-
pihak yang memberikan dukungan publik dari
kelompok peduli yaitu kelompok profesional,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, lembaga atau kelompok peduli
lainnya dan masyarakat. Berdasarkan hal
terscbut maka terlihat pentingnya partisipasi
masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan
PNPM Mandiri perdesaan .

Sementara itu tingkat kescjahteraan
masyarakal mengalami peningkatan setelah
adanya program PNPM mandiri perdesaan.
PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah
gerakan nasional dalam wujud pembangunan
berbasis masyarakat yang menjadi kerangka
kebijakan serta acuan dan pedoman bagi
pelaksanaan berbagai program pemberdayaan
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masyarakat dalam rangka penanggulangan
kemiskinan. Kegiatan pelaksanaan PNPM
Mandiriini  dilaksanakan  sendiri  oleh
masyarakat melalui pendampingan  oleh
fasilitator. Secara substansial pelaksanaan
PNPM Mandiri diarashkan untuk membantu
masyarakat miskin dalam penguatan modal
usaha, pemberdayaan masyarakat melalui padat
karya, pelayanan pendidikan, kesehatan dan
akses teknologi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat miskin.

Pemberdayaan Masyarakat melalui
propram  PNPM  Mandii  menjadikan
masyarakat mampu mengidentifikasi
masalah/penyebab kemiskinan dan alternatif
penyelesaiannya, mampu mengidentifikasi
sumber daya vyang tersedia di wilayahnya,
mampu memutuskan tindakan yang harus
dilaksanakan (peningkatan kemampuan
masyarakat  berorganisasi  dalam  skala
kelompok dan menjadi mitra pemerintah dalam
pembangunan desa/kelurahan). PNPM Mandiri
mendorong terjadinya internalisasi
pembangunan untuk masyarakat miskin dan
rmarginal penciptaan  lapangan  kerja,
meningkatnya partisipasi penduduk miskin
dalam membangun, pembentukan modal sosial,
dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hambatan Yang  Dihadapi dalam
Pelaksanaan Program Naslonal
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya
Meningkatkan Partisipasi dan
Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Baregheg Kabupaten Ciamis

Dengan adanya program PNPM Mandiri
Pedesaan memang sudah banyak kemiskinan
yang sudah dapat teratasi, tetapi apakah
program tersebut benar-benar sudah membantu.
Kenyataan bahwa sejak  pertama  kali
diimplementasikan, belum mampu mengubah
peta kemiskinan di desa halinitentu menjadi
pekerjaan berat bagi PNPM yang diharapkan
mampu menuntaskan program kerjanya yang
artinya masyarakat perdesaan telah mampu
mensejahterakan diri sendiri.

Suatu harapan yang sangat mungkin
tercapai mengingat perangkat, strategi, serta
system program benar telah  disusun
sesempurna mungkin dalam mencapai tujuan.
Sctidaknya ada tujuh hal yang harus diwaspadai
bagi para pelaku PNPM dalam pelaksanaan di
lapangan, yang tanpa disadari merupakan bom

wakiu wyang siap menghancurkan semua

perjalanan PNPM dalam mewujudkan tujuan

kesejahteraan masyarakat yang antara lain :

1. Pelaku terlalu  administratif  sehingga
terkesan mengabaikan beberapa hal penting
asalkan secara pelaporan dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Karena terlalu administrative ketakutan
salah menyebabkan Fasilitator seolah
berperan ganda sebagai cksekutor dan
masyarakat hanya menjadi objek penderita.

Fatalnya, hal tersebut bukannya
menstimulasi  keberdayaan — masyarakat
malah semakin  memperburuk  sikap
ketergantungan masyarakat.

3. Pelaku tidak mampu mengindenfikasi
penyebab kemiskinan di desa sehingga dana
BLM vang alih-alih berfungsi sebagai
stimulant keberdayaan masyarakat dalam
mengentaskan kemiskinan hanya menjadi
alat memperlengkap prasarana desa tanpa
tujuan yang jelas.

4. Pelaku tidak mampu melakukan transfer
pengetahuan kepada masyarakat sehingga
yang terjadi adalah system partisipasi semu
dimana masyarakat hanya melaksanakan
petunjuk Fasilitator tanpa mampu menyerap
pembelajaran yang ada di dalamnya.

5. Pelakulurangmeng-update  pengetahuan
sehingga proses transfer pengetahuan juga
menjadi kurang maksimal bahkan terkesan
memutar kaset lama yang membosankan.

6. Tuntutan laju progress kegiatan sesuai alur
tahapan menyebabkan beberapa proses
pembelajaran  terkesan  asal ada  dan
diabaikan esensinya. Padahal pendidikan
sebagai alat pembebasan manusia dan
keberpihakan kepada rakyat merupakan
sumber penting berkembangnya wacana
partisipasi dalam pembangunan

7. Kurangnya partisipasi masyarakat terutama
masyarakat miskin sudah diansgap sebuah
kewajaran dan bukan sama sekali kegagalan
fasilitasi.
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Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat dalam Menirgkatkan
Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat
di Kecamatan Baregheg Kabupaten Ciamis

Dengan kendala-kendala yang sudah ada
maka solusi yang dapat digunakan untuk
mengatasi kendala-kendala seperti yang telah
ada adalah dengan cara antara pelaku progaram
PNPM Mandiri Pedesaan dengan masyarakat
saling bekerjasama. Pemerataan bantuan dan
pengetahuan pada masyarakat harus merata dan
masyarakat harus berpartisipasi dalam program
PNPM Mandiri Pedesaan. Selain itu juga dapat
diadakan musyawarah untuk menyelesaikan
suatu masalah yang kemudian penyelesaian
masalah tersebut kemudian disosialisasikan
pada masyarakat. Sehingga kendala-kendala
yang dihadapi dapat diatasi.

Oleh karena im menurut Rolalisasi
(2008:211) mengatakan bahwa partisipasi
masyarakat  dapat  ditingkatkan melalw
peningkatan modal sosial yang ada di
masyarakat. Partisipasi masyarakat akan
meningkat seiring meningkatnya kepedulian
masyarakat terhadap permukiman di selatarnya
serta  meningkatnya  keterlibatan  dalam
organisasi sosial.

Strategi Meningkatkan Efektivitas
Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Meningkatkan Partisipasi dan

Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Baregbeg Kabupaten Ciamis,

Pendekatan PNPM Mandii Perdesaan
merupakan  pengembangan  dari Program
Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama
ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK
adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan
pendapatan  bagi kelompok mkyat miskin,
efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil
menumbuhkan kebersamaandan  partisipasi
rmasyarakat,

Dalam rangka mencapai visi dan misi
PNPM Mandiri Perdesaan, strategi  yang
dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu
menjadikan  masyarakat migkin  sebagai
kelompok  sasaran, menguatkan  sistem
pembangunan partisipatif, serta
mengembangkan kelembagaan kerja sama antar
desa.

Sedangkan mengenai sistem perencanaan
pembangunan  partisipatif bertumpu  pada
kekuatan pengalaman yang telah dilakukan
melalui perencanaan kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan. Perencanaan kegiatan meliputi tahap
persiapan  dan  =osialisasi awal, serta
perencanaan di desa, di kecamatan, dan di
kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal
dimulai dari MAN Sosialisasi sampai dengan
Pelatihan KPMN/K. Perencanaan kegiatan di
desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan
sampai dengan musdes perencanaan disebut
dengan istilah Mengpagas Masa Depan
Desa(MMDN). Perencanaan kegiatan  di
kecamatan dimulai dengan MAN prioritas
usulan sampai dengan MAN penetapan usulan.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan program nasional
pemberdayaan masyarakat cukup baik
dalam meningkatkan partisipasi dan
kesgjahteraan masyarakat di Kecamatan
Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini
dibuktikan dengan hasil wawancara dengan
informan yang menyatakan bahwa selama
ini dengan adanya pelaksanaan program
PNPM masyarakat dapat berpartisipasi
dalam kegiatan pembangunan serta dapat
meningkatkan kescjahteraan masyarakat
karcna masyarakat memperoleh perguliran
dana untuk menambah kegiatan usahanya.

2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat
beberapa hambatan  dalam  implementasi
Program Masional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg
Kabupaten Ciamis yang antara lain :

a. Masyarakat seringkali kurang berperan
dalam menentukan apa yang menjadi
kebutuhan dan permasalahan mereka
dalam upaya pemenuhan kebutuhan
mereka. Salah satu penyebabnya karena
masih ada anggapan bahwa masyarakat
tidak mempunyai kemampuan untuk
menganalisa dan merymuskan
persoalan serta kebutuhan-
kebutohannya. Dalam  hal  ini
masyarakat selalu ditempatkan pada
posisi scbagai objek pembangunan

bukan sebagai subjek pembangunan.
b. Kapasitas pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada
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masyarakat melalui program
penganggaran yang berpihak kepada
masyarakat masih rendah sehingga
tidak semua aspirasi yang berkembang
di masyarakat dapat direalisasikan dan
hal inilah yang menjadi penyebab
rendahnya keikutsertaan masyarakat

dalam  berbagai program  yang
direncanakan.
c. Sinergi antara  pemerintah  dan
masyarakat dalam  mengepektifkan

upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan masih rendah sehingga
menyebabkan  komunikasi  antara
pelaksana dan pemerintahan  yang
terkait tidak berjalan dengan lancar.

3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam
mengimplementasikan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di
Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis
adalah sebagai berikut ;

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam
proses  percncanaan,  pelaksanaan
maupun  evaluasi  program  yang
dilaksanakan schingga  diharapkan
dengan meningkatnya peran
masyarakat maka kesadaran masyarakat
terhadap setiap rencana pembangunan
yang akan dilaksanakan meningkat.

b. Melakukan pemetaan terhadap
keinginan masyarakat yang disesuaikan
dengan anggaran biaya yang diberikan
oleh pemerintah schingga kegiatan
yang dilaksanakan merupakan kegiatan
yang benar-benar dibutuhkan oleh

triagyarakat.
c. Mengingkatkan  keterpadvoan  antar
instapnsi  terkait dalam  kegiatan

pemberdayaan masyarakat schingga
dapat mengembangkan potensi yang
ada di masyarakat,

4. Strategi yang dikembangkan PNPM
Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan
masyarakat roiskin sebagai kelompok
sasaran, menguatkan sistern pembangunan
partisipatif, serta mengembangkan
kelembagaan kerja sama antar desa.
Berdasarkanvisi, misi, dan strategi yang
dikembangkan, maka PNPM Mandiri
Perdesaan lebih menekankan pentingnya
pemberdayaan scbhagai pendekatan yang
dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan
diharapkan masyarakat dapat menuntaskan

tahapan pemberdayaan yaitn tercapainya
kemandiran dan keberlanjulan, setelah
tahapan pembelajaran dilakuokan melaloi
Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
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